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ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis implementasi standar International Maritime Organization 

(IMO) dalam tata kelola pelabuhan Indonesia pada periode 2020–2025, dengan fokus pada 

Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan. Sebagai negara kepulauan dan anggota 

IMO, Indonesia berkewajiban menyelaraskan tata kelola pelabuhan dengan standar 

internasional. Penelitian ini bertujuan menilai kepatuhan Indonesia terhadap rezim maritim 

internasional melalui implementasi standar IMO, dengan membedakan kepatuhan formal dan 

substantif. 

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif 

berbasis data sekunder. Kerangka analisis menggabungkan Neoliberal Institutionalism 

(Keohane, 1984), Teori Rezim Internasional (Krasner, 1983), dan Teori Implementasi Edwards 

III (1980) yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan formal Indonesia tergolong kuat 

melalui ratifikasi konvensi IMO dan penerjemahannya ke dalam UU NO 66 TAHUN 2024.. 

Ketiga pelabuhan telah menerapkan standar keamanan, namun Tanjung Priok dan Tanjung 

Perak menunjukkan implementasi yang lebih maju dibandingkan Belawan yang masih 

terkendala komunikasi publik. Faktor penghambat utama meliputi sosialisasi tidak merata, 

keterbatasan sumber daya, variasi komitmen aktor, dan kompleksitas koordinasi antarlembaga. 

Penelitian menyimpulkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap rezim maritim 

internasional berada pada tingkat menengah: kuat secara regulasi namun belum merata secara 

operasional. Efektivitas standar IMO sangat bergantung pada kapasitas domestik dan 

mekanisme kelembagaan di tingkat pelabuhan. 

 

Kata Kunci: IMO, Tata Kelola Pelabuhan, Kepatuhan, ISPS Code, Rezim Internasional, 

Indonesia 
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ABSTRACT 
This study analyzes the implementation of International Maritime Organization 

(IMO) standards in Indonesian port governance during 2020–2025, focusing on Tanjung 

Priok, Tanjung Perak, and Belawan Ports. As an archipelagic state and IMO member, 

Indonesia is obliged to align its port governance with international standards. This research 

aims to assess Indonesia's compliance with the international maritime regime through IMO 

standards implementation, distinguishing formal and substantive compliance. 

The research employs a qualitative method with a comparative case study approach 

based on secondary data. The analytical framework integrates Neoliberal Institutionalism 

(Keohane, 1984), International Regime Theory (Krasner, 1983), and Edwards III's 

Implementation Theory (1980), encompassing communication, resources, disposition, and 

bureaucratic structure. 

The findings reveal that Indonesia's formal compliance is relatively strong through 

IMO conventions ratification and their incorporation into Law No. 66/2024. All three ports 

have implemented security standards, but Tanjung Priok and Tanjung Perak show more 

advanced implementation compared to Belawan, which still faces public communication 

challenges. Key inhibiting factors include uneven socialization, limited resources, varying 

actor commitment, and complex inter-agency coordination. 

This study concludes that Indonesia's compliance with the international maritime 

regime is at a moderate level: strong in regulation but uneven in operational implementation. 

The effectiveness of IMO standards heavily depends on domestic capacity and institutional 

mechanisms at the port level. 

 

Keywords: IMO, Port Governance, Compliance, ISPS Code, International Regime, Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara fisik terdiri atas 

17.504 pulau dan garis pantai sepanjang ±108.000 kilometer (Badan Informasi Geospasial, 

2022). Kondisi geografis ini menjadikan laut bukan hanya sebagai ruang pemisah, tetapi 

sebagai jalur utama konektivitas nasional maupun internasional. Letak geografisnya yang 

berada di antara dua benua dan dua samudra menempatkan Indonesia sebagai titik tumpu jalur 

perdagangan maritim global, di mana sebagian besar arus logistik internasional melewati 

perairan Indonesia. Mengingat karakteristik wilayah yang didominasi oleh perairan, pelabuhan 

memegang peranan krusial sebagai simpul utama dalam ekonomi dan kedaulatan negara. 

Namun, posisi strategis ini menuntut tanggung jawab besar dalam aspek keselamatan, 

keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. (Robbany et al., 2022) 

Sebagai anggota Dewan Internasional Maritime Organization (IMO), Indonesia 

memiliki kewajiban untuk menyelaraskan tata kelola pelabuhan nasional dengan standar 

internasional. Transformasi regulasi yang dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun  2008 tentang Pelayaran menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi 

pelabuhan guna mencapai efisiensi yang diakui secara global hingga tahun 2025 (Isnawan, 

2010).  

Pelabuhan merupakan simpul penting dalam sistem transportasi laut Indonesia karena 

berfungsi sebagai pintu keluar-masuk barang, orang, dan aktivitas perdagangan internasional. 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan tata kelola pelabuhan yang efisien, aman, 

dan selaras dengan standar internasional agar mampu mendukung konektivitas nasional dan 

daya saing logistik. Indonesia memiliki 270 pelabuhan komersial dan 1.214 pelabuhan lokal 

yang menangani sekitar 70% arus kontainer nasional (Isnawan, 2009) 

Kondisi ini menjadikan tata kelola pelabuhan sebagai tulang punggung konektivitas 

nasional, logistik, dan integrasi ekonomi. Dalam konteks ini, standar IMO menjadi acuan 

penting karena mengatur keselamatan, keamanan, administrasi maritim, dan perlindungan 

lingkungan laut yang relevan bagi operasional pelabuhan (Dyah & Fuddoly, 2020).  

Sejak tahun 2008 hingga 2025, Indonesia menunjukkan proses harmonisasi regulasi 

maritim nasional dengan standar IMO melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan 


